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ABSTRAK 

Nadia Farhanah, NPM. 19.81.0374. 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang 

Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Sertifikat Ganda. Skripsi. Fakultas Hukum 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary. Pembimbing I Dr. 

H. Adwin Tista S.H., M.H., M.AB, M.Kn.,M.IP. Pembimbing II Muthia Septarina, 

S.H., M.H. 

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Sertifikat Ganda 

Perlindungan Hukum ialah perbuatan yang melindungi memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh  hukum. Sertifikat ganda berarti 

tanah tersebut memiliki lebih dari satu sertifikat tanah. 

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana 

permasalahan hukum yang menimbulkan sertifikat ganda dan bagaimana 

perlindungan hukum terhadap pemegang hak  atas tanah dalam kepemilikan 

sertifikat ganda. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menekankan pada studi 

kepustakaan  yang berarti mengkaji serta menelaah aturan-aturan hukum yang ada 

dan berlaku. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa permasalahan hukum yang 

menimbulkan sertifikat ganda perlu diperhatikan mengenai penyebab terjadinya 

permasalahan seperti karena kesalahan pemilik tanah, ketidak telitian petugas 

pertanahan, adanya suatu kesengajaan, pengukuran tanah yang salah dan data yang 

tidak valid.dan tentang Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah 

dalam kepemilikan sertifikat ganda dapat dilakukan jika Salah satu pihak  
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mempermasalahkan masalah kepemilikan maka salah satu pihak dapat mengajukan 

gugatan dipengadilan negeri ditempat objek tanah berada. Dan jika salah satu pihak 

mempermasalahkan masalah proses atau prosedural penerbitan sertifikat maka 

salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan tata usaha 

negara yang wilayah hukumnya dimana objek tanah itu berada/diterbitkan. 
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